
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota 
Makassar di Provinsi Sulawesi selatan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071); 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 
ayat (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah 
Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota 
tentang Penetapan Daftar Rencana Kerja Sama Daerah 
Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029; 

Menimbang 

WALi KOTA MAKASSAR, 

PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH 
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029 

KEPUTUSAN WALi KOTA MAKASSAR 
NOMOR: 3304/ 188.4.45/Tahun 2024 

TENT ANG 

WALi KOTA MAKASSAR 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 



Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan 
program dan kegiatan kerja sama daerah Pemerintah Kota 
Makassar Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum 
KESATU kepada Wali Kota Makassar melalui Sekretaris 
Daerah Kota Makassar. 

Rencana Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun 
2025-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mem bidangi 
masing-masing urusan pemerintahan sesuai dengan tahapan 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah bersama Perangkat Daerah 
yang membidangi perencanaan pembangunan untuk 
mengintegrasikan Daftar Rencana Kerja Sama Daerah 
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagaimana 
dimaksud Diktum KESATU kedalam dokumen RPJMD Tahun 
2025-2029. 

Menetapkan Daftar Rencana Kerja Sama Daerah Lingkup 
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagaimana 
tercantum dalam- Lampiran yang· merupakarr: bagian ridak - 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR 
RENCANA KERJA SAMA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH 
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029. 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 

5. · Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain 
dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 

6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2023 Nomor 2); 

7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota 
Makassar Tahun 2023 Nomor 6); 

8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94); 
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KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

KESA TU 

Menetapkan 



Tembusan: 
1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar; 
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar; 
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar; 
4. Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di

Makassar; 
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kota Makassar di Makassar; 
6. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; 
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; 
8. Masing-rnasing bersangkutan yang dipandang perlu. 

O~~NTO 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 
WALI KOTA MAKASSAR, 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDELAPAN 

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan 
Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut 
oleh Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota 
Makassar. 

KETUJUH 

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota 
Makassar. 

KEEN AM 

Rencana program dan kegiatan kerja sama daerah yang belum 
tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini dapat dilaksanakan 
dengan ketentuan untuk mengatasi kondisi darurat, 
mendukung pelaksanaan program strategis Nasional dan/ a tau
Daerah dan melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas 
pembantuan. 

KELI MA 

,, 
- .) - 
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DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH 
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029 

LAMPI RAN 
KEPUTUSAN WALI KOTA 
NOMOR 3304/ 188.4.45/Tahun 2024 
TENT ANG 
PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA 
SAMA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH 
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029 
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JENIS KERJA SAMA DAERAH 

NO. PERANGKAT J:?AERAH URUSAN PROGRAM KEGIATAN POTENSI. KERJA SAMA KELUARAN HASIL TAHUN DUKUNGAN YANG 
PENANGGU!i"G JAW AB PEMERUi.'J,'ARAN (9iiTPl1T! (OUTCOME) PELAxsANA)Ui DIPERL1:1~- 

. KSDD KSDPK KSDPL KSDLL 
.: 

I Dinas Kesehatan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pemberian layanan rujukan pada Jumlah RSB yang bekerja sama Meningkatnya akses layanan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 I. Perpanjangan KB / PKS 
Kesehatan Perorangan dan Upaya Ibu Hamil Rumah Sak.it Bersalin dengan Pemerintah Kota terhadap ibu hamil 

Kesehatan Masyarakat Makassar 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pemeriksaan Skrining Bayi baru lahir yang Meningkatkan akses layanan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 
Bayi Baru Lahir Hipotiroid Kongenital (SHK) mendapatkan pemeriksaan terhadap bayi baru lahir 

skrining hipotiroid kongenital 
'~'"" 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Untuk Meningkatkan Mutu Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Perpanjangan MoU dengan 
Kesehatan untuk UKM dan UKP Puskesmas Puskesmas Yang Dikalibrasi Pelayanan Kesehatan di mitra 

Kewenangan Daerah Puskesmas 
Kabupaten/Kota 

Pengembangan Mutu dan Pelatihan Terakreditasi di Bidang Jumlah SOM Kesehatan yang Meningkatkan mutu dan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 Perpanjangan Kesepakatan 
Peningkatan Kompetensi Teknis Kesehatan mendapat sertifikat pelatihan kompetensi SDM Kesehatan Bersama dengan mitra 

Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terstandar 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Penyediaan Layanan Kesehatan Belanja Bantuan Juran Jaminan Jumlah peserta PBPU /BP Menjamin keberlangsungan dan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 Penyediaan anggaran untuk 
untuk UKM dan UKP Rujukan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP PEMDA dan peserta PBPU Kelas kesehatan keuangan Jaminan 12 bulan 

Tingkat Daerah Kab/Kota Kelas 3 [Bantuan Juran PBPU 3 Mandiri Aktif Kesehatan 
PEMDA dan PBPU Kelas 3 Mandiri 
AktiD 

2 Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan Peng em bangan Kerja sama dengan Pemda Sekitar Jumlah Sambungan Rumah Meningkatnya jumlah Ya Tidak Tidak Tidak 2025-2029 l . Pendanaan 
Pengem bangan Sistem Sistem Penyediaan Air Minum terkait Pengembangan jaringan pipa yang terlayani oleh perluasan sambungan rumah yang dilayani 2. Fasilitasi dengan mitra 
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota distribusi dart sambungan rumah Sistem Penyediaan Air Minum oleh perluasan Sistem Penyedian 3. Regulasi 

(SPAM) Jaringan Perpipaan Air Minum {SPAM) Jaringan 
Perpipaan 

Program Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pengembangan Kerja sama dengan Pemerintah Jumlah Rumah Tangga yang Meningkatnya jumlah Rumah Ya Tidak Tidak Tidak 2025-2029 1. Fasilitasi dengan mitra 
Pengembangan Sistem Air Sistem Air Lim bah Domestik daerah sekitar terkait penyedotan Terlayani Jasa Penyedotan Tangga yang dilayani Jasa 2. Regulasi 

Limbah dalam Daerah Kabupaten/Kota lumpur tinja Lumpur Tinja Penyedotan Lumpur Tinja 

Kerja sama dengan pelaku usaha Jumlah Rumah Tangga yang Meningkatnya jumlah Rum ah Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Faailitasi dengan mitra 
terkait Program Layanan Lumpur Terlayani Jasa Penyedotan Tangga yang dilayani Jasa 2. Regulasi 
Tinja Terjadwal (L2T2) Lumpur Tinja Penyedotan Lumpur Tinja 

3 Dinas Perumahan Perumahan Rakyat Perumahan dan Kawasan Pencegahan Perumahan dan Perbaikan rumah tidak layak huni .Jumlah Rumah Meningkatkan Kualitas hidup Tidak Ya (CSR! Tidak Tidak 2025-2029 i. Pendanaan 
dan Kawasan Permukiman Kum uh Kawasan Permukiman Kumuh rnasyarakat 2. Fasilirasi dengan mitra 
Permukiman Pada Daerah Kabupaten/Kota 

4 Satpol PP Ketenterarnan, Program Peningkatan Penanganan Gangguan Kerja sama Pendidikan dan Jumlah Anggota Satpol PP dan Meningkatkan Keterampilan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 
Ketertiban Umum, Ketentraman dan Ketertiban Ketentraman dan Ketertiban Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang Ditingkatkan Personil Satpol PP dan Satlinmas 
dan Pelindungan Um um Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Satpol PP dan Satlinmas Kapasitasnya 

Masyarakat Kabupaten/Kota 

5 Dinas Pemadam Ketenteraman, Pencegahan, Penanggulangan, Pembinaan Aparatur Pemadam Kerja sama Dalam Pengembangan Jumlah Aparatur Pemadam yang Meningkatnya Keterampulan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 l. Pendanaan 
Kebakaran Ketertiban Umum, Penyelamatan Kebakaran dan Kebakaran Sumberdaya Aparatur Pemadam Mendapatkan Perididikan dan Aparatur Pemadam Dalam Hal 2. Fasilitasi dengan mitra 

dan Pclindungan Penyelamatan Non-Kebakaran Kebakaran Dalam Hal Pelaksanaan Pelatihan Teknis Maupun Non-Teknis 
Masyarakat Pendidikan Baik Sekara Teknis 

Maupun Non-Teknis 

6 Dinas Soeial Sosial Penanganan bencana Perlindungan sosial korban Pemberian bantuan dan layanan Jumlah korban bencana yang Percepatan dalam pemberian Tidak Ya Tidak Ya 2025-2029 1. Sarana dan prasarana; 
bencana alam dan sosial kab/kota kedaruratan bagi korban bencana diberi bantuan dan layanan bantuan dan layanan terpadu 2. Fasilitasi dengan mitra; 

dalam masa tanggap darurat bagi korban bencana dalam J. Regulasi; 
masa tanggap darurat 4. Bantuan pcndanaan CSR; 

Penanganan bencana Koordinasi, sosialisasi, dan Peningkatan kapasitas SOM bagi tim Jumlah tim kebencanaan dan Meningkatnya Kompetensi tim Tidak Ya Tidak Ya 2025-2029 l. Pendanaan dan; 
pelaksanaan taruna sisa bencana Kebencanaan dan TAGANA TAGANA yang mendapatkan kebencanaan dan TAGANA 2. Fasilitasi dengan mitra; 

pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanganan bencana 

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DAERAH 
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 

TAHUN 2025-2029 



Rahabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial dasar Pemberian layanan penyuluhan dan Jumlah pemerlu tayanan Meningkatnya pengetahuan dan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan dan: 
penyandang disabilitas terlantar, pemeriksaan kesehatan gigi bagi kesejahteraan sosial yang kesadaran dan penyandang 2. Fasilitasi dengan mitra; 

anak terlantar, lanjut usia Pmerlu pelayanan kesejahteraan mendapatkan layanan masalah kcsejahteraan sosial 
terlantar, serta gelandangan sosial penyuluhan dan pemeriksaan tentang pentingnya kesehatan 
pengemis di luar panti sosial kesehatan gigi gigi 

Rahabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial dasar Kerja sama dengan organisasi Database penyandang Database update penyandang Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan dan; 
penyandang disabilitas terlantar, penyandang disabilitas di kota Disabilitas, Edukasi kc pihak disabilitasi, terlaksananya 2. F'asilitasi dengan mitra; 

anak terlantar, lanjut usia makassar leurahan dan organisasi untuk kolaborasi antara pihak 
terlantar, serta gelandangan proses pelaksanaan pendataan, kelurahan dan organisasi, 
pengemis di luar panti sosial pelatihan kepada penyandang terlaksananya pelatihan kepada 

disabilitas potensial untuk penyandang disabilitas (Kerja 
kemandirian sama dengan disnaker) 

Rahabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial untuk pendataan dan pemberian edukasi ke database ppks lainnya dan database update dan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan dan; 
penyandang masalah PPks yang terjaring oleh tim atau pelatihan kemandirian terlaksananya kolaborasi 2. Fasilitasi dengan mitra; 

kesejahteraan sosial lainnya stakeholder dinsos 

Pemberdayaan Sosial Pengembangan potensi sumber l. Kerja sama pengembangan jumlah SDM pengurus LKSA Meningkatnya Kompetensi SOM Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pengaggaran APBD 
kesejahteraan sosial Daerah kompetensi manajemen dan yang dilatih dan bersertifikat pengurus LKSA 2. Lembaga penyediaan 

Kabupaten/Kota administrasi; pelatihan keterampilan 
2. Pengembangan UMKM bagi LKSA 3. Dukungan anggaran CSR 
yang merintis usaha. 4. Sarana dan prasarana 

Perlindungan dan jaminan Pengelolaan data fakir miskin Pemberian bantuan iuran jaminan Jumtah masyarakat miskin yang Percepatan dalam pemberian Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pengaggaran APBD 
sosial cakupan daerah kabupaten/kota kesehatan bagi masyarakat miskin diberikan bantuan iuran bantuan iuran jaminan 2. OPD terkait 

jaminan Kesehatan kesehatan dan tepat sasaran 3. BPJS Kesehatan 
4. Saran dan prasarana 

7 Dinas Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Pclaksanaan Pelatihan Kerja sama dalam pelaksanaan Jumlah tenaga kerja yang Meningkatnya daya Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan; 
Produktivitas Tenaga Kerja Berdasarkan Unit Kompetcnsi pelatihan berdasarkan unit mendapat pelatihan berbasis saing/kompetcnsi tenaga kerja '.2. Fasilitasi dengan mitra; 

kompetensi terhadap masyarakat kompetensi 3. Regulasi; 
Kota Makassar. 4. Bantuan pendanaan CSR. 

Pengukuran Produktivitas Tingkat Kerja sama dalam pelaksanaan Jumlah tenaga kerja yang Meningkatnya daya Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan; dan 
Daerah Kabupaten/Kota sertifikasi profesi kepada tenaga mendapat sertifikasi profesi saing/kompetensi tenaga kerja 2. Faeilitasi dengan mitra. 

kerja 
Program Penempatan Tenaga Pelayanan Antarkerja di Daerah Kerja sama dalam pelaksanaan Jumlah tenaga kerja yang Meningkatnya pendapatan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan; 

Kerja Kabupaten/Kota pelatihan berbasis masyarakat diberdayakan melalui program masyarakat 2. Fasilitasi dengan mitra; 
perluasan kesempatan kerja 3. Bantuan pendanaan CSR. 

Pengelolaan Informasi Pasar Kcrja Kerja sama dalam pclaksanaan job Jumlah pencari kerja yang Meningkatnya penempatan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan: dan 
fair/bursa kerja khusus mendapatkan pekerjaan melalui tenaga kerja 2. Pasilitasi dengan mitra. 

job fair /bursa kerja 

Program Hubungan Industrial Pengembangan Pelaksanaan Kerja sama dalarn pelaksanaan Jumlah jaminan sosial tenaga Perlindungan tenaga kerja Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan; 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan jaminan sosial tenaga kerja dan kerja dan fasilitas kesejahteraan rentan 2. Fasilitasi dengan mitra; 

Fasilitas Kesejahteraan Pekerja rasilitas kesejahteraan pekerja pekerja 3. Regulaai. 

8 Dinas Pemberdayaan Pernbcrdayaan Program Pemenuhan Hak Pcnguatan dan Pengembangan Kcrja sama tekait Penctapan Sekolah Jumlah Sekolah Ramah Anak di Meningkatnya Jumlah Sekolah Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 t. Pendanaan 
Perempuan dan Perempuan dan Anak (PHA) Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak Kota Makkassar Kota Makassar Ramah Anak di Kola Makassar 2. Fasilitasi dengan mitra 

Perlindungan Anak Pelindungan Anak Peningkatan Kualitas Hidup Anak 3. Perpanjangan KB/PKS 
Kewenangan Kabupaten/ Kota Kerja sama terkait penanganan Jumlah kasus dan pelanggaran Berkurangnya jumlah kasus dan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 I. Dukungan keamanan 

"SEKOLAH RAMAH ANAK"' kasus dan pelanggaran hak anak, hak anak pelanggaran hak anak 
serta peningkatan kesadaran tentang 
pentingnya hak-hak anak 

Kerja sama pembcrian dukungan jumlah layananan medis dan Meningkatanya layanan media Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 I. Pelayanan medis 
medis dan psikologis kepada siswa psikologis kepada siswa. dan psikologis kcpada siswa 2. Dukungan Fasilitas 
yang membutuhkan dalam menjaga yang membutuhkan. 
kesehatan fisik dan mental anak- 
anak. 

Penguatan dan Pengembangan Kerja sama pembentukan dan Jumlah forum anak di Kota Meningkatnya jumlah forum Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 I. Pendanaan 
Lembaga Penyedia Layanan pengembangan forum anak di Kota makassar anak di Kota Makassar 2. Fasilitasi dengan mitra 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Makassar 3. Perpanjangan KB/PKS 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

"FORUM ANAK'" 

Kelurahan Ramah Perempuan dan Kerja sama terkait Program Jumlah Kelurahan Ramah Meningkatnya Jumlah Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 
Peduli Anak Kelurahan Ramah Perempuan dan Perempuan dan Pecluli Anak Kelurahan Ramah Perempuan 

Peduli Anak dan Ped uli Anak 
Kerja sama terkait layanan Jumlah layanan kesehatan bagi Meningkatnya layanan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Layanan Kesehatan 
kesehatan bagi perempuan dan anak perempuan dan anak kesehatan bagi perempuan dan ..... 



Program Perlindungan Khusus Penyediaan Layanan bagi Anak Kerja sama penyelengaraan Layanan Jumlah layanan korban terselenggaranya Iayanan Ya Tidak Tidak Tidak 2025-2029 1. Fasilitasi 
Anak yang Memerlukan Perlindungan terhadap korban Kekerasan Kekerasasn Perempuan dan terhadap korban Kekerasasn 2. Perpanjangan PKS 

Khusus yang memerlukan Perempuan dan Anak serta Tindak Anak serta Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta 
Koordinasi Tingkat daerah Pidana Perdagangan Anak dalam Perdagangan Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan 

Kab/Kota mewujudkan Kota Layak Anak mewujudkan Kora Layak Anak Anak dalam mcwujudkan Kata 
"Layanan UPr PPA" Layak Anak 

Kerja sama terkait perlindungan Jumlah perlindungan Meningkatnya perlindungan Tidak YA Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaaan 
perempuan dan anak dalam proses percmpuan dan anak dalam perempuan dan anak dalam 2. Perpanjangan PKS 
litigasi maupun non-litigasi di Kata proses litigasi maupun non proses litigasi maupun non 3. Pendampingan advokasi 
Makassar litigasi di Kata Makassar litigasi di Kata Makassar 

Kerja sama terkait pelayanan Jumlah layanan kerohanian Meningkatnya pelayanan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pelayanan Kerohanian 
kerohanian dalam pemenuhan hak dalam pemenuhan hak kerohanian dalam pemenuhan 2. Perpanjangn PKS 
perempuan dan anak perempuan clan anak hak perempuan dan anak 

Penguatan dan Pengembangan Kerja sama penyelenggaraan Jumlah koordinasi dan Meningkatnya koordinasi dan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Rehabilitasi Sosial 
Lembaga Penyedia Layanan bagi kebijakan perlindungan anak clan implementasi program implementasi program AMPK, 2. Fasilitasi Mitra 

Anak yang Memerlukan program rehabilitasi sosial. AMPK,perlindungan anak., dan perlindungan anak, dan program 
Pcrlindungan Khusus "Pemulihan program rehabilitasi sosial. rehabilitasi sosial. 

Kesehatan mental AMPK" 

Kerja sama penyediaan tenaga ahli Jumlah tenaga ahli fpsikolog, Tersedianya tenaga ahli Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Fasilitasi Kcsehatan 
(psikolog, psikiater, dan konselor) psikiater, dan konselor) serta (psikolog, psikiater, dan 
serta fasilitas kesehatan mental yang fasilitas kesehatan rnental yang konselor) serta fasilitas 
dapat diakses oleh anak-anak dapat diakses oleh anak-anak di kesehatan mental yang dapat 
dibawah perlindungan khusus. bawah perlindungan khusus. diakses oleh anak-anak di 

bawah nerlindunaan khusus. 
Peningkatan Kualitas Keluarga Penyediaan Layanan bagi Kerja sama terkait pengambil Persentase terlaksananya Terlaksananya kebijakan, Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan 

Kcluarga dalam Mewujudkan KG kebijakan, pcnyediaan dana, dan kebijakan, pcnyediaan dana, penyediaan dana, dan pengatur 2. Fasilitasi 
dan Hak Anak yang wilayah pengatur rcgulasi terkait dengan dan pengatur regulasi terkait regulasi terkait dengan layanan 3. regulasi 

Kerjanya dalam Daerah Kab/Kota layanan yang diberikan olch dengan layanan yang diberikan yang diberikan oleh PUSPAGA. 
"PUSPAGA (Pusat Pembelajaran PUSPAGA. oleh PUSPAGA. 

Keluarga) 

Kerj a sama dengan Tenaga Jumlah layanan sosial, Meningkatnya layanan sosial, Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Bimbingan 
Profesional: psikolog, konselor, Psikosial, dan kesehatan di Psikosial, dan kesehatan di 2. Konsultasi 
pekerja sosial, dan tenaga keschatan PUS PAGA PUSPAGA 3. Layanan Kcsehatan 
terkait pemberian layanan di 

1~ .. ~~ ~ 

Kerja sama terkait Pemberian Persentase pelaksanaan edukasi Tcrlaksananya edukasi dan Tidak Ya Tidak Tidak 2025·2029 !. edukasi 
edukasi clan Pelatihan bagi orang dan Pelatihan bagi orang tua, Pelatihan bagi orang tua, guru 2. Faailitasi 
tua, guru dan anak-anak guru dan anak-anak dan anak-anak 

Pengelolaan Sistem Data Pengumpulan, Pengolahan Kerja sama dalam mendukung Persentase terlaksananya Terlaksananya kebijakan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Regulasi 
Gender dan Anak Analisis dan Penyajian Data kebijakan pembangunan yang kebijakan pembangunan yang pembangunan yang sensitif 2. Pendanaan 

Gender dan Anak dalam sensitif terhadap gender, termasuk sensitif terhadap gender, terhadap gender, termasuk 
kelembagaan Data di Tingkat dalam hal integrasi IPO dan !PP ke tcrmasuk dalam hal integrasi dalam hal intcgrasi IPG dan IP? 

Daerah Kab/Kota dalam perencanaan pcmbangunan IPG dan IPP kc datam kc dalam perencanaan 
"JOG (indeks Pemberdayaan nasional. pcrencanaan pembangunan pembangunan nasional. 

Gender & Indeks Pembangunan nasional. 
Gender]" 

Kerja sama peningkatan kualitas Persentase peningkatan kualitas Meningkatnya kualitas sumber Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 I. Peningkatan kapasitas 
sumber daya manusia melalui sumber daya manusia melalui daya manusia melalui SDM 
pendidikan dan pelatihan, serta pendidikan dan pelatihan, serta pendidikan dan pelatihan, serta 2. fasilitasi dengan Mitra 
mendukung pencapaian kcsetaraan mendukung pcncapaian mendukung pencapaian 
gender di dunla kerja. kcsetaraan gender di dunia kesetaraan gender di dunia 

kerja. kerja. 
Pengarusutamaan Gender dan Pcmberdayaan Percmpuan Bidang Kcrja sama pcrnutakhiran data Jumlah data pcrcmpuan kcpala Tersedianya data perempuan Tidak Ya Tidak Tidak 2025·2029 1. Faailitas data 

Pemberdayaan Perempuan Politik, Hukum, Sostal, dan perempuan kepala keluarga yang kcluarga yang masuk dalam kepala keluarga yang masuk 
Ekonomi pada Organisasi masuk dalam data kemiskinan data kemiskinan ekstrem. dalam data kemiskinan ekstrem. 

Kemasyarakatan Kewenangan 
Kab/Kota "Perempuan Kepala Kerja sama dukungan advokasi Jumlah dukungan advokasi Tersedianya dukungan advokasi Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 I . Dukungan Advokasi 

Keluarga (PEKKA)"" maupun dalam memberikan maupun pelatihan serta maupun dalam memberikan 2. Pendanaan 
pelatihan scrta pembangunan pembangunan kapasitas bagi pelatihan serta pembangunan 
kapasitas bagi pcrempuan kepala pcrempuan kepala keluarga. kapasitas bagi perempuan 
kcluarga. kepala keluarga. 
Kerja sama dalam menciptakan Jumlah lapangan pekerjaan bagi Tersedianya lapangan pekerjaan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Dukungan Faailitas 
lapangan pekerjaan bagi perempuan perempuan kepala keluarga bagi perempuan kepala keluarga 2. Lapangan Pekerjaan 
kepala keluarga atau mendukung serta dukungan program serta dukungan program 
program pemberdayaan ekonomi pemberdayaan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi melalui 
melalui investasi atau kemitraan. investasi atau kemitraan. investasi atau kemitraan. 



"Pelembagaan Pengarusutamaan Kerja sama terkait peningkatan Persentase partisispasi Meningkatnya partisispasi Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Regulasi 
Gender (PUG) Pada Lembaga partisispasi perempuan dalam perempuan dalam kegiatan perempuan dalam kegiatan 2.PKS 

Pemerintah Kewenangan kegiatan politik. politik. politik. 

··- Kab/Kota ,...,,,..,. .. 
Perlindungan Percmpuan Penguatan dan Pengembanngan Kerja sama terkait implemcntasi Persentase pelaksanaan Adanya kebijakan, termasuk Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 l. Fasilitasi 

Lembaga Penycdia Layanan kebijakan, tcnnasuk dalam kebijakan, serta kesedian lahan, serta tersedianya lahan, fasilitas, 2. Pendanaan 
Perlindungan Perempuan penycdiaan lahan, fasilitas, dan fasilitas, dan pengelolaan shelter dan pengelolaan shelter di 

"Pembentukan Shelter Warga" pengelolaan shelter di tingkat lokal. di tingkat lokal. tingkat lokal. 

9 Dinas Pcrtanahan Pertanahan Penatagunaan Tanah Penggunaan tanah yang Sertipikat tanah Percepatan penerbitan sertipikat Terwujudnya pengamanan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 Dukungan fasilitas lapangan 
hamparannya dalarn satu daerah barang milik daerah aset lahan barang 

milik daerah 

Penunjang Urusan Administrasi kepegawaian Peningkatan SDM pegawai Jumlah pegawai yang mengikuti Meningkatnya sikap Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 Pcrpanjangan KB / PKS 
Pemerintahan Daerah perangkat daerah peningkatan SDM kepemimpinan pegawai 

Kabupaten/Kota 

10 Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pengendalian pencemaran Penerbitan Laporan Hasil Uji Kerja sama dengan Laboratorium Jumlah Data Kualitas Mengetahui lndeks Kualitas Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 Perpanjangan nota 
dan/atau Kerusakan Laboratorium pada Hasil Lingkungan yang Terakreditasi dan Lingkungan (air dan udara) Udara dan lndeks Kualitas Air kesepaktan sinergi 

Lingkungan Hidup Pengujian Kualitas Lingkungan Teregistrasi KLHK untuk pengujian Kola Makassar sesuai 
(air dan udara) dan pengambilan sampel uji kualitas Permenlhk No. 27 Tahun 2021 

lingkungan (air dan udara) 

Penyusunan kajian pemantauan Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Data Kualitas Lingk:ungan pada Mengetahui kondisi kualitas Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 Perpanjangan nota 
kualitas lingkungan pada wilayah untuk penelitian dan survey kualitas wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau lingkungan pada wilayah pesisir kesepahaman dengan 

pesisir dan pulau-pulau kecil lingkungan (air laut, air sumur], Kecil dan pulau-pulau kecil Universitas 
ekosistem laut clan biota di wilayah 
pesisir dan pulau-pulau kecil 

Pencegahan Pencemaran dan / Kerja sama dcngan Perguruan Tinggi Penggunaan Energi Terbarukan Mengurangi Pengcluaran Biaya Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 Perpanjangan nota 
atau Kerusakan Lingkungan untuk Penelitian terkait Pengurangan Listrik serta Pengurangan Emisi kesepahaman dengan 

Hidup Kab. I Kola Emisi C02 di Kora Makassar C02 Universitas 

Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Menghitungjumlah redukai Mengetahui jumlah serapan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 Perpanjangan nota 
untuk Penelitian dan Survey tcrkait emisi C02 yang diserap oleh Emisi C02 oleh tanaman I kesepahaman dengan 
Red u ksi Em isi C02 di Kota Makassar pohon / tanaman yang berada di pohon yang berada di jalur Universitas setiap 2 tahun 

jalur Green Belt Green Belt 

Pemulihan Pencemaran dan / Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Mengukur tingkat Pencemaran Menggunakan hasil ldcntfikasi Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 Perpanjangan nota 
atau Kerusakan Lingkungan terkait ldentifikasi Pembersihan melalui analisis Laboratorium untuk merancang Strategi kesepahaman dengan 

Hid up unsur Pencemar tcrhadap dampak Pengelolaan dan Mitigasi yang Universitas 
lingkungan efektif 

Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Memberikan informasi mengenai Menggunakan hasil kajian untuk Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 Perpanjangan nota 
terkait ldentifikasi Remediasi Pemanfaatan Tumbuhan Laut pemanfaatan tumbuhan tersebut kesepahaman dcngan 
terhadap dampak lingkungan sebagai Pereduksi Bahan sebagai agen bioremediasi alami Universitas 

Penccmar Organik di Perairan untuk mcreduksi bahan 

11 Dinas Koperasi, Usaha Koperasi, Usaha Pemberdayaan Usaha Pemberdayaan Melalui Kemitraan Lembaga pclatihan kcrja Jumlah pelaku usaha yang Meningkatkatnya daya saing Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 I. Pendanaan: 
Kecil dan Menengah Kecil clan Menengah Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro mendapat pelatihan pclaku usaha 2. Fasilitasi dengan mitra; 

Usaha Mikro 3. Regulasi; 
4. PKS. 

Kerja sama dengan industri besar Jumlah produk UMKM dijual Meningkatnya skala produksi Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pcndanaan; 
untuk pengembangan usaha melalui jaringan distribusi dan omzet UMKM 2. Fasilitasi dengan mitre: 

industri besar 3. Regulasi; 
4. PKS. 

Kcrja sama dengan lembaga Jumlah pelaku usaha yang Meningkatnya skala usaha Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan; 
kcuangan untuk fasilitas modal mendapatkan fasilitas modal berdampak pada kapasitas 2. Fasilitasi dengan mitra; 
usaha usaha dari lembaga keuangan produksi, memperluas usaha, 3. Regulasi: 

dan memenuhi pennintaan 4.PKS 
pasar yang Jebih besar 

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Kerja sama dengan lembaga yang Jumlah pelaku usaha yang Meningkatnya pelaku usaha Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan; 
Usaha Mikro mengeluarkan perizinan untuk mendapatkan fasilitas perizinan yang memiliki izin usaha 2. Fasilitasi dengan mitra; 

fasilitasi pcrizinan usaha mikro usaha 3. Rcgulasi: 
4.PKS 

12 Dinas Perpustakaan Perpustakaan Program Pem binaan Pengem bang an dan Pemeliharaan Kerja sama dengan perpustakaan Jumlah Layanan Perpustakaan Meningkatnya Jumlah Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 1. Pendanaan 
Perpustakaan Layanan Perpustakaan Elektronik sekolah Elektronik yang Dikembangkan pengunjung perpustakaan dan 2. Fasilitasi 

dengan Manajemen Layanan TIK jumlah angka minat baca 3. regulasi 
Berbasis 18020000 (ITSM : 
Information Technology Service 
Management) 



Fasilit;1s1 dengHn mitra 

I Pendana<'ln 

I. Pendanaan 
2. Fi'!.silitasi clengan mitra 

Pend;-imrnn 
2. Fasi!itasi dengRn mitra 

1 Pt'ndHna;:in 
2. F<'!sililasi dengi'l.n mitra 

1 Pe11di-111a~m 
2. Fasilit;:isi dengan mitrn 
.1. L<'l.\"Hll<in Kesch<'l.tan 

mampu 

P<'l.ra Mub<-1!11gh nH·nyampaikan 
program pt·rn1.·1-intHh <lcilam 
matt•n ("t•r:1mah 

Jumlah Muballtgh .nrng 
mcndapfltk<ln r1·mb1nw-1n 

KETERANGANo 
L KSDD o KERJA SAMA DENGAN DAERAH LAIN 

2. KSDPK: KERJA SA.MA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 
3. KSDPLo KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMDA LUAR NEGERl 

4. KSDLLo KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA LUAR NEGERl 

ProgrH!ll H::intuan Hukum 
KL"prula Mas.ni.raktlt Kurang 
Mampu l\e1]i'I s;::inrn dengan 
Lemli:iga Ban1uan Hukum 

P('llll'rin!ahrtn dan 
Kt•sej;1htt·ra<1n 

Rrtk\ ~11 
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MeningkF11rwa ku<'llnas Hatidz Al­ 
Qur"an di Koia Mak::tssar 

Jumlah peserrn Takh;::issu!'> \";:mg 

menjadi H;:ifidz AJ-Qur;:in 
Tr1ldrnssus T;:ih1id7. A.1-Qur'an 

Jumli'!.h guru ~1w1ma ,·;mg 
mcndap;.itkl'ln sc·rtilikas1 prott·si 

Pt·nd;11np1ng:rn hukum dan b;:in!ut'tn Jumlah rwrkarn \"Hng diiangani Tcrsf'lt·saik:1nn.\'i'I p1-rkctrn y;mg 
hukum h:1g1 nrns\"Hraki:i1 vang kurang dibt•nk;;in lrnn1u;111 lrnkum 

Meningka1nn1 jutnli-th guru 
<igam;i nn1g 1crs1·ni1ikas1 

Pn1d1clik;.rn profesi (iuru /\gHm<i 
Ishim di Ko\;-i MakassAr 

Perlimlungan pC'k1·1j~l 
ke<'l.g;;im;:i;:in 

Jumlah pekerjH keag•-1m'1an 
mendapa1ki:1n j;-nnimin sosiAl 
tenaga ker:ja d<'l.n fAsll1t<-1s 
kescjahterann 

l'n1_\"C'diam1 kt•peserrnan dan 
pelaks~111mm program jAminan sosial 
kt·tt·nagakcrjaan h;:igi pekcrja 
k1·agama:1n 

Pt:laksamtan Kebijakan 
h:t·sejah1t"rnan Rakya1 

!)rogr<-lm Pemerintahan da.n 
Ke~wjahteraan Rakyat 

Pemerintah;:in d<H1 
KesejahternRn 

RHk\'~1 

Bagian Kescjahtcn-1<111 
f.?ak.\"RI 
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Ya Ya Y<l Tidftk lOb-2029 

Tidak Ya Tid...i.k Tidak 2025-2029 

Tid<'l.k Ya Tid<lk Tid~1k 202'i-2029 

Tidak Ya Tidak Tidak 202'i-202l) 

Tic\ak Tidak Tidak Tidl-tk 2025-2029 

Tidak Tidak Ticlnk Tid;;ik 202'i-2029 

Mengunrng1 HebAn/!h1mpAk 
Bcncntw hi-igi Dnt'rnh 

Pel;.wanan Pt·rwt'lam<'l.!Hn c\Rn Knjo-1 s;.1nrn K('canrnt~ln/Kelurahan. Jumlah Warg<'I Negarn nmg 
Ev;:iku;1si h:orhan Be1waml Sh:l'D,Voluntn, 13PBD Kab/Koti'I. mend<'l.patkan rwlayan;m 

Lct111. daJ;:im f>t'l;iyamm Pt'"n_velamatan Evakuasi KorbHn l:knrann 
d;in l·\·aku~1si Kod><1n r::kncana 

I. Pend<'l.na<'l.n 
2 Fasilirnsi 

I. Pcndanaan 
2. Fasilirnsi 

I. Pendanaan 
2. Fasilirnsi dengan mitrn 
1. Sarnna dan pras<'!rana 

I. Pendanaan 
'2. Fasilitasi dengan mitra 
3. Sarana dan prasarana 

I. Pendanaan 
2. Fasilitasi dengan mitra 
3. Sarana dan prasarana 

I. Pendanaan 
2. Fasilitasi promosi 
3. Konsultansi, bimbingan, 
pendampingan 

I. Pendanaa.n 
2. Fasilitasi promosi 
3. Konsultansi, bimbingan. 
pendampingan 

I. Bim bingan 
2. Konsultasi 
3. Layanan Kesehatan 

I . Pendanaan 
2. Fasilitasi 
3. regulasi 

Progrnm Penanggulangan 
Bencan<'I. 

F>e1rn.ngg1...1langan 
Bcncana 

Sadan Pcn<inggulangm1 
Bencana D<wrah 
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Pengelolaan Sumber Daya 
Ge1wtik (SOG) Hewan. 
Tumhuhan dan Mikro 

Organisme Kewen<'l.ngan 

Pen~·ediaan clan 
Pengembangan Sarana 

Pertanian 

Pengelolaan Perikanan 
Budid<'l._va 

Perikc:1nan d<'tn 
Pertanian 

Dinas Perikan<'l.n chm 
Penanian 

15 

Fasifitasi Pendaftaran Kekayaan Fasititasi pendaftaran Hak Kekayaan Jum\ah pelaku kreatif yang akan Meningkatnya jumlah pelaku Tidak Ya Tidak Ticlak 2025-2029 
lnte-lekrual lntelektual difasilitasi kreatif yang akan difa siluasi 

Penjamin Ketersediaan Sarana kerja sama pengembangan Jumtah pembudidaya ikan clan Meningkatnya keterampilan dan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 
Pembudidavaan Ikan kompetensi pembudidaya ikan serta mahasiswa yang dilarih pengetahuan pembudidava ikan 

mahasiswa dan mahasiswa 
Pendampingan Penggunaan kerja sarna pengembangan Jumlah petani dan mahasiswa Meningkatnva ke te ra mpilan dan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 

Sarana Pcndukung Pertanian kom pctensi petani serta mahasiswa yang dilatih pengetahuan pet an i serta 
mahasiswa 

Pemanfaatan SDG kerja sama pengembangan Jumlah peternak serta Meningkatnva ketr-rampilan dan Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 
Hewan y'Fanaman kompetensr pcternak serta rnahasiswa vang dilatih pengetahuan pete-rnak serta 

mahasiswa rnahasiswa 

Pelavanau tntormasi Rawan Kerja sama Kecamatarr/Kelurahan. Jumlah Warga Negara yang Meningkatkan Kapasitas Tidak Ya Tidak Tidak 2025-2029 
Bencanu Kahupateny kora SKPD.Volunter dalam Pr-layanan mendapatkan lnforrnasi daerah Kawasan Dalam 

lnformasi Rawan Bencana Rawan Bencana Penanggulangan Bvncana 

Pelavanan Penc-egahan dan Kerja sama Kecamatan / Kelurahan, Jumlah Warga Negara vang Meningkatkan Kapasitas Tidak Ya Tidak Tid ak 2025-2029 
Kesiap siagaan Terhadap Bencana SKPD,Voluntt.T dalam Pelayanan mendapatkan Sim ulasi Kawasan Dalam 

Pent·t·gHh~•n dan Kcsiapsiaga<'l.n Pencegahan dHn Kesiapsiaga:=t.n Penanggulangan Uc·n(·nirn 
tcrhadap Uenc<'l.na terhadap Benc<1na 

2025-2029 

2025-2029 

Pengembangan Ekonomi 
Kreatif Mela.Jui Pemanfaatan 

dan Perlindungan Hak 
Kekayaan lntelektuaJ 

Pengembangan Ekonomi 
Kreatif Melalui Pemanfaatan 

dan Perlindungan Hak 
Kekayaan lmelektual 

Pariwisata Dinas Pariwisata 14 

Perlindungan dan 
Penyelamtan Arsip 

Kear'sipan Dinas Kear-sipan 13 

2025-2029 

Pengembangan Perpustakaan di Kerja sama dengan perpu stakaan Jumlah Perpu stakaan yang Meningkatnva jumlah Tidak Ya Tidak Tidak 
Tingkat Daerah Kabupaten / Kota sekolah yang akan dikembangkan Dikembangkan di Tingkat perpustakaan sekolah yang 

clan diakreditasi Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dikembangkan untuk memenuhi 
Standar Nasional Perpu stakaan standar nasionat pepuatakaan 
di Wilayah Kabupaten/Kota 
Sesuai Kewenangannya 

Penilaian clan Penetapan Ke1j;1 sa ma melibatkan intansi teknis Jumlah Kerja sarna yang akan Jumlah araip sejarah kota Ya Ya Tidak Tidak 
Au tentisitas Arsip Statis yang terkau. budayawan dan sejarawan dilaksanakan dengan instansi , makassar yang dilindungi dan 

Dinvatakan Hilang budayawan clan sejarawan diselamatkan 

Pengem bangan Ekosistem Ke rja sama petaksanaan event yang Jumlah Kerja sama yang akan Peningkatan jumlah Kerja same Tidak Ya Ya Ya 
Ekonomi Kreatif melibatkan pelaku ekonomi kreatif dilaksanakan dengan instansi. dengan inst.ansi, asosiast. pclaku 

asosiasi, pelaku ckonomi kreatif, ekonomi kreatif', komurutas 
komunitas ekonomi kreauf ekonomi kreatif 
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